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A. Latar Belakang Hasalah

Bahwa dalam tataran kehidupan di dunia ini, tidak
ada satupun vyang tidak berubah, termasuk didalamnya
manusia yang nota bene sebagai bagian dari kehidupan
dunia. Sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Swt di
muka' bumi  ini, manusia mengemban amanat Kholifatullah
untuk memakmurkan bumi dan seisinya, seperti vang telah

difirmankan dalam Al-Qur an surat Al-Bagoroh ayat 30
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"Ingatlah ketika Tuhan (Allah) engkau berkata kepadsa
Malaikat ; Sesungguhnys Aku (Allah) menjadikan diatas
bumi secrang kholifah (Depag RI, 1975 : 13).

Karena perannya yvang sangat strategis itulah maka
manusia mempunyai posisi terhormat dan menguasai apa yang
ada dimuka bumi ini. Persn yang diembannya cukup begitu
kompleks dan menguasai dalam semua tataran kehidupan,
malai dari aspek Politik, Ekcnomi, Budava, dan Hanksam.
Pendek kata, secara filosofis bisa dikata bahwa manusia
merupakan elemen strategis kehidupan yang selszlu dinamis

dan progresif.

Satu sisi mata bagian dari kehidupan yang sangat

esensial sekali dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia,



adalah sisi kehidupan politik. Politik disini bila
diartikan secara sempit adalah “The Art of War" yaitu
seni dalam berpérang, dan dalam konteks yang lebih 1luas
berarti kebijakan dalam menentuksasn langkah-langkah untuk
memperoleh serta mengu&saihkekuasaan. Hampir semua s&aspek
kehidupan baik massa, lembags maupun individual selalu
terkait dengan aspek politik, termasuk jugs di dalamnysa

ummat Islam di Indonesisa.

Sejarah perpolitikan di Indonesia tidak bissa
dipisahkan dari peran dinamika politik wummat Islam,
utamenya era Orde Baru. Pasang surut mewarnai gerak dan
langkah politik ummat Islam Indonesia pada masa itu.
Dinamskan Orde Baru, karena Orde ini mempunyai obsesi
untuk mewujudksan suatu orde (tatanan) kehidupan berbangsa
dan bernegara dengan melaksanakan Pancasila secara murni
dan konsekwen ., Penekanan jargon dan paradigma orde baru
ini telah meresonasi pada segala aspek kehidupan bsik
ideoclogi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan

heamsnan secars menasional.

Kelahiran orde bsaru dengen ditandai lshirnys Sursat
Perintah Sebelas Maret (Supersemar), merupskan Jendels
baru beagi kehidupan perpolitikan di Indonesis. Politik
orde baru dalam mengatur dan mengatasi konflik ideologi
kebangsaan dan kenegarasn, menempatkan kehidupan politik

dalam kerangks pembangunan (Abdul Munir Mulkan, 1992: 34)
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Sementara itu, permasalahan pokok yang ~dihadapi
ummat Islam di Era Orde Baru ini sadsalah menjawab
pertanyaan ; peran apa yang dapat dimainkannya sebagai
golongan mayoritas dilihat dari perspektif Islam ?
Pertanysaan ini sepintaskilas tampak sepele, tetapi
sesungguhnya membawa konsekuensi yang cukup berst. Dslam
teori-teori ilmu sosial sudah dikenal dus alur pemikiran
besar, vyaitu teori materialis vang dimotori oleh Karl
Marx dan corsk idealistis yang biasa diakitkan dengan Max
Weber sebagai pencetus pertamanya. Memang sangat menarik
untuk dikaji seberasps besar peranan Ummat Islam di dalam
era Orde baru, satu tatanan yang orientasinya lebih di
kenal sangat condong kepada pengembangan ekonomi, yang
menggunakan tolak ukur tunggal; Pertumbuhan (M. Rusli

Karim, 1982 : 37).

Pada ers Orde Baru ini, pemerintah telsh banysak
mengadakan perombakan secara besar-bessaran terhadap
struktur dan peta perpolitikan di Indonesis. Tidak
terkecuali juga umat Islam yang nota bene mayoritas, mau
tidak mau terkondisikan dengan aroma imbas vang adsa.
Deideologisasi, sebagai salsh satu konsep politik orde
baru mulai dari penvederhansan (fusi) Partai sampai
dengan dilaksanakannyz depolitisasi dan departaisasi yang
mencapal puncak dengzan diundanghkannys UU No. 5 dan 8

tahun 1985, sehingge seluruh kekuatan sosizl politik



harus menyesuaikan diri dengan menempatkan pancasilsa

sebagail satu-sstunya azas.

Rekayass politik orde baru ini tentunys mempunvsai
akses konsekuensi secara logis bagi pemerintah untuk
selalu berussha aspirastif dan skomodatif terhadap ummat
Islam. Secara struktur politik, ummat Islam sudsh tidak
mengkin lagi dapat menyslurkan aspirasi dan &agredasinya
lewat politik praktis dengan label Islam, yang merupakan
akibat dari deidologisasi dan depolitisasi diatas. Maka
kecenderungan baru yang timbul sebagai salah satu solusi,
vaitu pendekatan Koorperatisasi antars birokrasi dan umsat
Islam. Di lain pihak birokrasi semakin akomodatif dalam
rangka kolsborsasi dengan ummat Islsm. Dengsan demikisan
dinamika politik ummat Islam memberiksn nuansa dan akses
dalam konstelasi politik orde baru, termssuk Jjugs

didalamnya akses penssionalan hukum Islam di Indonesisz.

Akses penssionslan hukum Islam di Indonesia sejak
Orde Baru mengalami perkembangan pessat dan menggembira-
kan. Ini semus tidak terlepas dari kebijakan pemerintsh

Orde Barw dan seluruh kekuatannya untuk membangun hukum
Nasional. Semboyan Rule of Law, Tegakkan keadilan dan
kebenaran, merupakan jeritan perjuangan yang kadang-
kadang Fade in, tapi Juga kadang-kadang Fade Out. Hsal itu
memperlihatkan bahwa pembangunan hukum nasional dalam

rangka menegakkan negara hukum memnpunysal dus wajah, yaitu



wajah hukum dan politik (Ridwan Saidi dslam Moh. Busyro

Mugqoddas, 1992 : 1589).

Dalam konteks ini, sesuai dendan kerangka politik
Islam IOrde baru diatas, maka disusunlah berbagai perun-
dangan-undangan dan peraturan yang menjamin tercapainys
tujuan politik Islam. Lahirlah kemudian UU Perkawinan
tahun 1874, 1legalisasi aliran kepercayaan tahun 1978,
monopoli pemerintah terhadap penyenggaraan ibadah haji
(1983), penyesusian dan penyetarasan sekolah Agama (Islam)
seperti Madrasah dengan sekolah umum melalui SKB Tiga
Menteri tahun 1875, pembentukan wadah musyawarah antar
umat beragama tahun 1880. Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional (USPN) tahun 19889 dasn Undang-Undang Persadilan

Agama tahun 1880. (Abdul Munir Mulkan 1892; 35).

Pada s@akhirnva gagasan penssionalan hukum Islam di
Indoensis dengan segelsa bentuknya, baik itu karena sakses
budays, ekonomi, meupun politik tidsk hanys sebsagai
utopia, tetapi betul-betul telah dan akan terus terwujud
secars transformatif. EKarena kesempatan ini telah
diberikan oleh penguass Orde Baru kepada ummat Islsam.
Tinggsl bagaimana ummat Islam memanfastksn peluang secars
baik dan benar. Adapun Policy Orde Baru yang cenderung
berorientasi kepads ekonowmi oriented dan penerspsn depo-
litisasi, deideclogisasi segala meacam aliran politik

serta bermusra pades azas wmonoloyslitas pada ideologi



Pancasila, paling tidak harus bisa dibaca dan dipahami
secara integral dan komprehensif oleh umat Islam selama
ini akan membefikan akses yang sifatnya konduktif di
segala sektor bsasgi ummat dan bangsa. Dan tentunya tidak
kalah pentingnya Jjuga dalam penasionalan hukum Islam
untuk mengskomodir sasspirasidan argedasi ummat Islam di

bidang hukum.

Untuk mengetshui sejauh mana Dinamika politik
ummat Islam di era Orde Baru berpengaruh terhadap penasi-
onaglan hukum Islam di Indonesia, maka diperlukan suatu

kajian, telash dan analisa konseptusal tentang itu.

Urgensi dan esensi kajian tentang masalash diatas
semakin tersasa, utamanys bila kita skan mengadskan study
dan kajisn terhadsp hubungan umat Islam dan pemerintsah
Orde Baru terutama aksesnya terhadap penasionalan hukum
Islam di Indonesia, dan juga minimnys hasil riset ini di

jumpai di perpustaksaan.
B. Idetifil i M 1a]

Dari kupassan latar belakang masalah diastas dapsat
dicermati, bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan
ditelaah &adalah gerak dinamika Politik ummat Islam ersa
Orde Baru dan pengaruhnys terhadap penasionalan hukum

Islam di Indonesis.



C. Pembatasan Masalah

Masalah gerak dinamis politik umat Islam'era Orde
Baru dan pengaruhnya terhadap penasionalan hukum Islam di
Indonesia masih bersifat global, karena itu diperlukan
pembatasan study sebagai berikut
1. Dari segi obyek : Ummat Islam Indonesia
2. Dari segi aktivitas: Dinamiksa politik ummat Islam era

Orde Bsaru.

3. Dari segi tempat : Wilayah Negara Republik Indonesia
4. Dari segi waktu : Mulai era Orde baru sampasi tahun
1994,

5. Dari segi tinjauan : Bahwa secara tektual dan konteks
tual, peﬁbahasan materi di atas
dikaji dan di cermati sejauh mana
musatan-muatan dan resconasi dina
mika politik ummat Islam terhadap
penasionsalan hukum Islam di
Indonesisa.

Dengan demikian format masalahnya adalah "Dinamiks
politik umat Islam ers Orde bsaru dan pengaruhnya

terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktis dan konseptusl, masalah study
dirumuskan dalam bentuk pertanysan-pertanyaan fundamental

sebagail berikut



1. Bagaimansa dinamika politik umat Islam ditengah
konstelasi politik Nasional Orde Baru ? ‘

2. Pengaruh dinﬁmika politik umsat Islam era orde baru

terhadap penasionalan hukum Islam di Indonesia.

E. Tujuan Studi

Secara umum tujuan studi ini adalah untuk meleng-
kapi satu persyaratan mahasiswa dalam menempuh gelar
sarjana strats satu (S1) di fakultas Syari‘ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel.Adapun secara khusus, tujuan studi ini
adalah sebagai berikut
1. Mendiskripsikan dinamiks politik umat Islam di tengah

tengah konstalasi politik Nasional Orde Baru.
2. Untuk mengetahui sejsuh mana pengaruh dinamika

politik umat Islam terhadap penasionslan hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bernilai dan bermaknsa

minimal untuk hal-hal berikut

1. Sebagai bahan kajian ilmiah dan politik, khususnys
mahasiswa Fakultas Syari’sh dan umumnya mahasiswa
Indonesisa.

2. Sebagai referensi untuk menyusun karya ilmiah selan-
jJutnya khususnya studi politik orde baru dan umumnya
terhadap berbsgai permasalshan yang berksait.

3. Sebsgai preferensi bagi upaya-upaysa pemahaman dan



pemikiran dinamika politik umat Islam orde barh,
terutama akses yang diberikan bagi kontribusi pem-

bangunan dan penasionalan hukum Islam di Indonesisa

G. Pelaksanaan Pepnelitian

Dalam penelitian ini diperlukan adanya fase-fase
tertentu yang bersifat integral dengan memperhatikan
aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sehing-
ga berbagai indikasi dan identifikasi akan menempati
proporsinya secara lebih representatif.

1. Data yang digali

Data yang digsli adalah tentang dinamika politik
umat Islam era orde baru serta pengaruhnya terhadap
penasionalan hukum Islam di Indoensia.

2. Sumber data

Dari data diatass, maka sumber data yang dipsakai
adalah
a. Data primer, yakni keterangan yang pertama kali

dicatat langsung oleh penulis, meliputi ; buku-buku,
majalah, surat kabar.

b. Data sekunder, yskni data diperoleh dari pihak 1lain,
artinya data yang tidak diusahakan sendiri carsa
pengumpulannys, meliputi ; buku-buku, msajalah dan
surat kabar (Marzuki, 1983; 11).

3. Tehnik penggsalian datsa

Data digali dengsan cars mengumpulkan, membaca dan
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untuk kemudian dikaji, ditelaah dari buku-buku, majalah,
surat kabar dan selanjutnys kemudian dipadukan menjadi

satu kesimpulan.

4. Metode Analisis data

a. Editing, vyaitu suatu pemeriksaan kembali semua data
vang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan,
kevaliditasan, kejelasan makna, kesesuaian dan
keselarasan antara satu dan lainnya, relevansi dan
keseragaman ssatuan atsu kelompok data (Biro Penerbitan
dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari ' ah
Surabays, 1989 ; 23).

b. Pengorganisasian data: Menyusun dan mensistematisasi-
kan data-data vang diperoleh, dalam kerangka paparan
vang sudah direncanskan sebelumnya. Kersngka paparan
tersebut harus dibuat berdasarkan dan harus relevan
dengan sistematiksa pertanyaan-pertanyasan dalam
perumusan masalsh.

¢. Ansalyzing, vaitu membuat analiss-anslisa sebagsal dasar
bagi pemeriksaan keputusan (Marzuki, 1883 : 13).

5. Metode beshasan hasil riset

a. Induksi, vakni mengemukakan berbsagai data yvang
diperoleh dalam penelitian pustaks (library Resesarch)
selanjutnya digeneralisir sebsagai suatu kesimpulan.

b. Deduksi, vyaitu memberikan dslil-delil &atau hujjah

secara hhusus terhadap pengertian umum yang telah
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dikemukakan sebelumnysa.

Komperatif, yaitu membandingkan data-data sudah ada,
selanjutnya ménganalisis dari berbagai data yang telah
dipéroleh dari pustaka, sehingga dapat diketahui
diantara pendapat-pendapat yang terkuat dan kemudian

diambil kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan.



